
SALINAN

BUPATI KEDIRI

PROVINSI JAWA TIMT'R

PERATT'RAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 1O2 TATIUil 20.22

TENTANG

TATA CARA PEMIITDAIITAITGANAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

b.

1.

2.

DEITGAIT RAIIM,AT TUTIAIT YAIYG MAIIA ESA,

BIIPATI KEDIRI,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik daerah dan sesuai Nota Dinas dari Plt. Kepala

BPKAD Kabupaten Kediri Nomor O28/5273/418.51 /2021
tanggal 24 September 2021 perihal Penyusunan Peraturan

Bupati tentang Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang

Milik Daerah, serta Berita Acara Nomor O28/4OO2l4l8.5ll2O2l

tanggal 20 Desember 2O21" tentang Pembahasan Peraturan

Bupati tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, Peraturan

Bupati tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dan

Peraturan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah,

perlu mengatur Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3

4

5

6

7

8

I

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor +7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tanrrbahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia

Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesaia Tahun

2Ol4 Nomor 292, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7l Ta}lrun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 142,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 65231;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Penjualan

Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan

Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5610);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa.n Pemerintah

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 50a1);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2$ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 199);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016

tentang Penggolongan dan Kodelikasi Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor La7);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2OO9 Nomor 3, Tambahan l,embaran

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIIRAN BITPATI TEIITAIIG TATA

PEMIITDATITANGAilAN BARANG MILIK DATRAH

CARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri

3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Kepala Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenKediri selaku pengelola

barang milik daerah.

T. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang

adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi

pengelolaan barang milik daerah.

8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD

adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.

g. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

11. pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang

mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik daerah selaku pejabat pengelola

keuangan daerah.

12. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang

adalah Pejabat dan/atau jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas

mengurus barang.



13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang

Milik Daerah.

14. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Kuasa pengguna

Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna

barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam

penguasaannya deangan sebaik-baiknya.

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan

fungsi tata usaha Barang Milik daerah pada pejabat penatausahaan barang.

16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik daerah pada

pejabat penatausahaan barang.

17. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi

tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang Milik
Daerah pada Pengguna Barang.

18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu

dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik
daerah pada Pengguna Barang.

19. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan

kompetensi yang dimiliki.

2A. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu

obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu..

21. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah

Daerah.

22. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau dibayarkan untuk
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan

untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.

23. Pemindahtangan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.

24. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk umum.

25. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik daerah yang

dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antara

Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan

menerima penggantian utama dalam bentuk barang paling sedikit dengan nilai

yang seimbang.

26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah pusat kepada

Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar

Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah daerah kepada Pihak l,ain, tanpa

memperoleh penggantian.



27. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang

Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi

kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah

pada Bad.an Usaha Milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
daerah dan/atau negara.

28. Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan

atas BMD.

29. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.

30. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan

oleh masing-masing pengguna barang.

31. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang

dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.

32. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi

sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta

menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah

daerah yang bersangkutan.

33. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah tata cara pemindahtanganan barang milik
daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola

Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam

pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

(21 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi

Pemindahtangan Barang Milik Daerah.



BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Pasal 4

Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD memiliki kewenangan dan

tanggung jawab:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;

b. menetapkan pemindahtanganan BMD;

c. mengqjukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;

d. memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pemindahtanganan BMD

sesuai batas kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengelola Barang

Pasal 5

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung
jawab :

a. mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;

b. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati

atau DPRD.

Bagran Ketiga

Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang

(1) Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan usul
pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak

memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab

kepada Kuasa Pengguna Barang.

BAB IV

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 6

(1) BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah

dapat dipindahtangankan.

(2) Bentuk pemindahtanganan BMD meliputi:



(1)

{2t

(3)

(4)

(s)

a. penjualan;

b. tukar menukar;

c. hibah; atau

d. penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian.

Penilaian bisa dilakukan oleh Penilai Pemerintah dan/atau Penilai Publik

dan/atau Penaksir dari instansi terkait

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

mendapatkan nilai wajar.

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD selain tanah dan/atau

bangunan dengan nilai wajar di bawah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk

per unit barang dapat dinilai berdasarkan nilai taksiran oleh Penaksir.

Bagian Kedua

Persetujuan Pemindahtanganan

Pasal 8

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat

persetujuan DPRD untuk :

a. tanah dan/atau bangunan; atau

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari

RpS.OOO.0OO.O00,- (lima miliar rupiah) -

t2l pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan

DPRD, apabila :

a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagl pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang

bersangkutan;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau



e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan

perundangundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak
layak secara ekonomis.

(3) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diajukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Nilai BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai BMD yang

tercatat dalam daftar BMD dan/atau Neraca Daerah.

Pasal 9

(1) Tanah dan atau bangunan yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah

atau penataan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a,

dimaksudkan bahwa lokasi tanah dan/atau bangunan dimaksud te{adi
perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah

(21 Tanah dan/bangunan yang tidak sesuai dengan penataan kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan penyesuaian yang berakibat pada

perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 10

Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran sebagaimna dimaksud dalam Pasal 8

ayat (2) huruf b, dimaksudkan bahwa yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri

d.iatas tanah tersebut dirobohkan untuk selanjutnya didirikan bangunan baru di

atasb tanah yang sarna (rekonstrukszJ sesuai dengan alokasi anggararl yang sudah

disediakan dalam dokumen penganggarall.

Pasal 11

Tanah dan/atau bangunan diperuntukkan bagr pegawai negeri sipil Pemerintah

Daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c,

adalah:

a. Tanah dan/atau bangunan yang merupakan kategori rumah negataldaerah

golongan III;

b. Tanah yang merupakan tanah kavilng yang menurut perencanaan awalnya

untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang

bersangkutan.



Pasal 12

(1) Tanah dan/atau angunan yang diperuntukkan bagr kepentingan umum

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf d, adalah tanah

dan/atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang menyangkut

kepentingan bangsa dan negara , masyarakat luas, rakyat banyak/bersama,

dan/atau kepentingan pembangunan, termasuk diantaranya kegiatan

pemerintah daerah dalam lingkup hubungan persahabatan antara

negara / daerah dengan negara lain atau masyarakat/lembaga intrernasional.

(21 Kategori bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

berikut:

a. Jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan, jalan tol,

dan rel kereta api;

b. Saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;

c. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya, termasuk saluran

irigasi;

d. Rumah sakit umum danpusat kesehatan masyarakat;

e. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;

f. Tempat ibadah;

g. Sekolah atau lembaga pendidikan nonkomersial;

h. Pasar umum;

i. Fasilitas pemakaman umum;

j. Fasilitas keselamatan umum, antara lain tanggrl penaggulangan bahaya

banjir, lahar dan lain-lain bencana;

k. Sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi;

l. Sarana dan prasarana olahraga untuk umum;

m. Stasiun penyiaran radio dan televisi beserta sarana pendukungnya untuk

lembaga penyiaran publik;

n. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,

Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan

Perserikatan Bangsa-Ban gsa ;

o. Faslitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya;

p. Rumah susun sederhana;

q. Tempat pembuangan sampah untuk umum;

r. Cagar alam dan cagar budaya;

s. Promosi budaya nasional;

t. Pertamanan untuk umum;

u. Panti sosial;

v. l,embaga permasyarakata.n; dan



w. Pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik, termasuk

instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat

terpisahkan.

Pasal 13

Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Pasal 14

(1) Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai

dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola

Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

{21 Pemindahtanganan BMD selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih

dari Rp5.000.00O.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang

setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 merupakan nilai wajar

untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan

penyertaan modal.

(4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 merupakan nilai

perolehan untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah.

(5) Usul untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21

diajukan oleh Bupati.

(6) Usulan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

per tiap usulan.

Bagian Ketiga

Penjualan

Paragraf Kesatu

Frinsip Umum

Pasal 15

(1) Penjualan BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/ dimanfaatkan;

b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan/atau

c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a adalah BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.



Pasal 16

(1) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal

tertentu.

(21 [,elang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1] adalah penjualan barang milik
daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis

dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga

tertinggi.

(3) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilaksanakan setelah dilakukan
pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

(4) Pengumuman lelang bisa dilakukan di media surat kabar di Kabupaten Kediri,

selebaran dan/atau melalui media online menyesuaikan dengan ketentuan dari

instansi terkait.

(5) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaima.na dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Barang milik daerah yang bersifat khusus sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

b. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

(6) Barang milik daerah yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

a. Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya yang sah.

b. Kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada :

1. Bupati;

2. Wakil Bupati ;

3. mantan Bupati;

4. mantan Wakil Bupati.

(7) Barang milik daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b
antara lain yaitu :

a. tanah dan/atau bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum;

b. tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya digunakan

untuk pembangunan perumahan pegawai negeri sipil pemerintah daerah

yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA);

c. selain tanah dan/atau bangunan sebagai akibat dari keadaan kahar lforce

majeurel;

d. bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual kepada pihak lain

pemilik tanah tersebut;

e. hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali

yang mempunyai nilai sarna atau di bawah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta
Rupiah);



f. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan

dengan nilai wqjar paling tinggi Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per unit.

Pasal 17

(1) Dalam rangka penjualan barang milik daerah dilakukan penilaian/taksiran

untuk mendapatkan nilai wajar.

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi

penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk
pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh

Bupati berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Penilaian/taksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5.

(4) Penentuan nilai dalam rangka penjualan barang milik daerah secara lelang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhitungkan

faktor penyesuaian.

(5) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan limit/batasan terendah

yang disampaikan kepada Bupati, sebagai dasar penetapan nilai limit.

(6) Nilai limit/batasan terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga

minimal barang yang akan dile1ang.

(71 Nilai limit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati sebagai

penjual.

Pasal 18

(1) Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak laku dijual

pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

(2) Pada pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan penilaian ulang.

(3) Penilaian ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) untuk menetapkan

nilai limit/batasan terendah baru dengan memperhitungkan faktor penyesuaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat l4l.
(41 Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat {3) adalah paling sedikit

75o/o dari nilai limit/batasan terendah pada lelang pertama.

(5) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang, barang milik daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti

dengan penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, penyertaan modal atau

pemanfaatan.



(6) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) atas barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal L9

(1) Barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan yang tidak laku

dijual pada lelang pertama, dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.

(21 Pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
penilaian ulang.

(3) Penilaian ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (21 untuk menetapkan

nilai limit/batasan terendah baru dengan memperhitungkan faktor penyesuaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (41.

(4) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah paling sedikit

75o/o dari nilai limit/batasan terendah pada lelang pertama.

(5) Dalam hal setelah pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak laku dijual, Pengelola Barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa

lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal.

(6) Pengelola Barang dapat melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan setelah mendapat

persetuj uan Bupati untuk masing-masing kegiatan bersangkutan.

(71 Dalam hal penjualan tanpa lelang, tukar menukar, hibah, atau penyertaan

modal, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, maka

dapat dilakukan pemusnahan.

Pasal 20

(1) Hasil penjualan barang milik daerah wajib disetorkan seluruhnya ke rekening

Kas Umum Daerah.

(2) Dalam ha1 barang milik daerah berada pada Badan Layanan Umum Daerah

maka:

a. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka

penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan

layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan

seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.

b. Pendapatan daerah dari penjualan barang milik daerah dalam rangka selain

penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan

penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum

Daerah.



Paragraf Kedua

Objek Penjualan

Pasal 2 1

(1) Objek penjualan adalah barang milik daerah yang berada pada Pengelola

Barang/Pengguna Barang, meliputi:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan.

(21 Penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis;

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih

menguntungkan bagr daerah apabila barang milik daerah dijual, karena

biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat

yang diperoleh; dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat

permasalahan hukum.

(3) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain :

a. lokasi tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang

wilayah;

b. lokasi dan/atau luas tanah dan/atau bangunan tidak dapat digunakan

dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraa.n tugas

pemerintahan daerah;

c. tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan

bagi pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang

bersangkutan;

d. bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain; atau

e. barang milik daerah yang menganggur (idlel tidak dapat dilakukan penetapan

status penggunaan atau pemanfaatan.

(4) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan teknis:

b. memenuhi persyaratan ekonomis, yakni secara ekonomis lebih

menguntungkan bagi pemerintah daerah apabila barang milik daerah dijual,

karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada

manfaat yang diperoleh;dan

c. memenuhi persyaratan yuridis, yakni barang milik daerah tidak terdapat

permasalahan hukum.



(5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:

a. barang milik daerah secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak, dan

tidak ekonomis apabila diperbaiki;

b. barang milik daerah secara teknis tidak dapat digunakan lagr akibat

modernisasi;

c. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena

mengalami perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti terkikis,

hangus, dan lain-lain sejenisnya; atau

d. barang milik daerah tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena

mengalami pengurangan dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan

atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.

Pasal22

Penjualan barang milik daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan

pengadaannya diperuntukkan bagr pembangunarl perumahan pegawai negeri

pemerintah daerah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

{7) huruf b dilakukan dengan persyaratan:

a. pengajuan permohonan penjualan disertai dengan bukti perencanaan awal

yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk
pembangunan perumahan pegawai negeri pemerintah daerah yang

bersangkutan;dan

b. penjualan dilaksanakan langsung kepada masing-masing pegawai negeri sipil

pemerintah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 23

(1) Penjualan barang milik daerah berupa kendaraan bermotor dinas operasional

dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni berusia paling

singkat 7 (tujuh) tahun.

(21 Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun perolehannya sesuai dokumen

kepemilikan, untuk perolehan dalam kondisi baru; atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen

kepemilikan, untuk perolehan tidak dalam kondisi baru.

(3) Dalam hal barang milik daerah berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan

sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 3A o/o (tiga puluh persen), maka penjualan

kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun.



(4) Penjualan kendaraan bermotor dilakukan sebelum berusia 7 (tujuh) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan surat keterangan tertulis dari
instansi yang berkompeten.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

Pasal 24

Pelaksanaan penjualan barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang

dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif Bupati; atau

b. Permohonan pihak lain.

Pasal 25

(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat

perencanaan penjualan yang meliputi antara lain:

a. data barang milik daerah;

b. pertimbanga.n penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengelola

Barang.

(21 Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai

perencanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

(1) Bupati melakukan penelitian atas usulan penjualan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (21.

(21 Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

membentuk Tim untuk melakukan penelitian.

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi:

a. penelitian data administratif;

b. penelitian fisik.

Pasal27

(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a

dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas,

nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik

daerah berupa tanah;



b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai
buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa

bangunan; dan

c. tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas

barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau
bangunan.

(21 Penelitian fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b
dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual
dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan oleh

Tim dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada

Bupati melalui Pengelola Barang.

Pasal 28

(1) Berdasarkan Berita Acara Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(3), Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan

penilaian atas barang milik daerah yang akan dijual.

(21 Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dijadikan sebagai dasar

penetapan nilai limit penjualan barang milik daerah.

Pasal 29

(1) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang milik

daerah kepada Bupati.

(21 Apabila penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan

permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD.

(3) Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan terhadap:

a. Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2L ayat {ll
huruf a;

b. Selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf b.

{4) Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 melebihi batas waktu

hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.



(5) Apabila hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi,

atau sarna, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang

diajukankepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati tidak perlu

mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah

kepada DPRD.

(6) Bupati melaporkan hasil penilaian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

kepada DPRD.

Pasal 30

(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil

penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan persetujuan sebagaimana dimaksud

dalam 29 ayat (1) dan ayat (21.

(21 Keputusan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat:

a. data barang milik daerah yang akan dijual;

b. nilai perolehan dan/atau nilai buku barang milik daerah; dan

c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah.

Pasal 3 1

(1) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara

lelang, Pengelola Barang mengajukan permintaan penjualan barang milik daerah

dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

(2) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (1) merupakan penjualan barang milik daerah yang dilakukan tanpa

lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan barang milik daerah secara

langsung kepada calon pembeli.

(3) Pelaksanaan penjualan dituangkan dalam Keputusan Bupati dan Berita Acara

yang ditandatangani bersama oleh Tim Pemindahtanganan.

(4) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(21

dilakukan serah terima barang berdasarkan:

a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara

lelang; dan

b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa lelang.



Pasal 32

(1) Serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2\ Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengelola Barang mengqjukan usulan penghapusan barang milik daerah

kepada Bupati.

Paragraf Keempat

Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

Pasal 33

(1) Penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan

menyiapkan permohonan penjualan, antara lain:

a. data barang milik daerah;

b. pertimbangan penjualan; dan

c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh Pengguna

Barang.

{2\ Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan

penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(3) Tata cara penjualan barang milik daerah pada Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 31 berlaku mutatis dan

mutandis pada tata, cara penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 34

(1) Serah terima barang penjualan barang milik daerah pada Pengguna Barang

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(2) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah kepada

Pengelola Barang.

Paragraf Kelima

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan

Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pasal 35

(1) Penjualan kendaraan dinas dilakukan secara le1ang, kecuali dalam hal tertentu

dapat dilakukan penjualan langsung tanpa melalui lelang.

t2l pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

kendaraan perorangan dinas yang dijual kepada Pejabat Negara/Mantan Pejabat

Negara/Pegawai ASN yang setingkat jabatan pimpinan tinggi madya.



(3) Lelang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan kendaraan dinas

yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis, lisan,

dan/atau disampaikan melalui lelang secara elektronik, ymg semakin meningkat

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi.

(4) l.elang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan
pengumuman lelang dan di hadapan pejabat lelang.

(5) Tata cara lelang secara elektronik mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kantor

Pemberdayaan Kekayaan Negara dan I-elang.

(6) Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang

kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara, adalah:

a. Telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun:

1. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan

dalam kondisi baru; atau

2. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan

selain tersebut pada angka 1.

b. Sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas.

(7) Syarat kendaraan perorarlgan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang

kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5 (lima) tahun:

a. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam

kondisi baru;

b. Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan selain

tersebut pada huruf a.

Pasal 36

(1) Kendaraan perorangErn dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada:

a. Pejabat negara;

b. Mantan pejabat negara.

{21 Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati.

(3) Mantan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:

a. Mantan Bupati;

b. Mantan Wakil Bupati.

Pasal 37

(1) Syarat pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa

melalui lelang adalah:



a. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun
atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi

pejabat negara;

b. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancarnan

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(21 Secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

secara berkelanjutan menjalani masa jabatan pada instansi yang sarna atau
pada instansi yang berbeda.

Pasal 38

(1) Pejabat negara mengajukan peffnohonan penjualan kendaraan perorangan dinas

pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara.

{21 Tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah tahun terakhir pada periode jabatan Pejabat Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangarl.

(3) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang paling banyak 1

(satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang pejabat negara, untuk tiap penjualan

yang dilakukan

Pasal 39

Mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa

melalui lelang memenuhi persyaratan:

a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4 (empat) tahun atau

lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan menjadi Pejabat

Negara sampai dengan berakhirnya masa jabatan;

b. belum pernah membeli kendaraan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang

bersangkutan menj abat sebagai Pej abat Negara;

c. tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan

d. tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 40

(1) Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang kepada mantan

Pejabat Negara paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagr 1 (satu) unit
kendaraan bagi 1 (satu) orang mantan pejabat negara, untuk tiap penjualan yang

dilakukan.

{2) Mantan pejabat negara mengajukan permohonan penjualan kendaraan

perorangan dinas paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa jabatan

Pejabat Negara yang bersangkutan.



Pasal 41

Pegawai ASN yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang

memenuhi persyaratan:

a. Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 15 (lima belas) tahun
atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai ditetapkan sebagai pegawai

negeri sipil;

b. Telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya paling singkat 5 (lima) tahun;
dan

c. Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman

hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 42

Pengguna barang menentukan harga jual kendaraan perorangan dinas yang dijual
kepada Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara/Pegawai ASN

yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga
jualnya adalah 4Ao/o (empat puluh persen) dari nilai wajar kendaraan;

b. Kendaraan dengan umur 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 2Oo/o (dua puluh
persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pasal 43

Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang

dilakukan dengan:

a. Pembayaran sekaligus, bagi pejabat negaraf mantan pejabat negara;

b. Pembayaran secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun, bagi pegawai ASN.

Pasal 44

Pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 43 dilakukan melalui penyetoran ke

Rekening Umum Kas Daerah:

a. Paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan

penjualan, untuk pembayaran sekaligus; dan

b. Sesuai mekanisme yang diatur dalam pe{anjian antara pengguna barang dengan

pegawai ASN, untuk pembayaran angsuran.

Pasal 45

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 belum lunas dibayar, maka:

a. Kendaraan tersebut masih berstatus sebagai BMD;

b. Kendaraan tersebut tetap digunakan untuk keperluan dinas;



c

d

Biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab pejabat negaraf ma.ntan

pejabat negara atau pegawai ASN; dan

Kendaraan tersebut dilarang untuk dipindahtangankan, disewakan,

dipinjamkan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 46

(1) Pejabat negara dan mantan pejabat negara yang tidak memenuhi syarat

sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a, pasal 44 huruf a, dan pasal 45,

dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.

(2) Pegawai ASN yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 huruf b, Pasal 44 huruf b, dan Pasal 45 dicabut halorya untuk membeli

kendaraan perorangan dinas tersebut dan angsuran yang telah dibayarkan tidak
dapat dikembalikan.

(3) Kendaraan perorangan dinas yang batal dibeli oleh Pejabat Negara/mantan

Pejabat Negara sebagaimana dimaksud ayat (1), dan oleh Pegawai ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, digunakan kembali untuk pelaksanaan

tugas.

Pasal 47

(1) Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan, menjadi tanggungan Pejabat Negara

atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan peroranga.n dinas tersebut dan

harus dibayar sebagai tambahan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal

42.

(21 Biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya selain pemeliharaan rutin
atas kendaraan perorangan dinas.

Pasal 48

(1) Pejabat negara atau Pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan

dinas, dapat membeli lagr 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa

melalui lelang setelah jangka waktu 1O (sepuluh) tahun sejak pembelian yang

pertama.

(21 Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Pejabat Negara tersebut masih aktif
sebagai Pejabat Negara secara berkelanjutan.



Pasal 49

(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang

sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, diawali dengan pengqjuan permohonan

penjualan oleh:

a. Pejabat Negara, pada tahun terakhir periode jabatan Pejabat Negara;

b. Mantan Pejabat Negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa

jabata.n Pejabat Negara yang bersangkutan;

c. Pegawai ASN.

(21 Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh:

a. Pejabat negara kepada pengguna barang;

b. Mantan pejabat negara kepada Bupati;

c. Pegawai ASN kepada pengguna barang.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 memuat antara lain:

a. Data pribadi, berupa narna, jabatan, alamat, dan tempat/tanggal lahir; dan

b. Alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas.

Pasal 50

(1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilampiri

dokumen pendukung.

(21 Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagr pejabat

negaraf rnantan pejabat negara, antara lain:

a. Foto kopi surat keputusan pengangkatan bagi pejabat negara atau surat

keputusan pemberhentian bagi pejabat negara;

b. Foto kopi kartu identitas;

c. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah

membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelah jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sejak pembelian pertama bagi Pejabat Negara;

d. Dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan

perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan foto kopi surat keputusan

pengangkatan menjadi pejabat negara secara berkelanjutan dengan jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan perorang€ur

dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan

perorangan dinas tanpa melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjadi

Pejabat Negara bagi mantan Pejabat Negara;

f. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut

tindak pidana dengan ancarnan hukuman pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun.



(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pegawai ASN,

antara lain:

a. Fotokopi surat keputusan menjadi Sekretaris Daerah Provinsi.

b. Fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

c. Fotokopi kartu identitas.

d. Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah

membeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang setelahh jangka waktu 10

(sepuluh) tahun sejak pembelian pertama.

e. Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau tidak pernah dituntut
tindak pidana dengan ancarnan hukuman pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun.

Pasal 51

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3),

pengguna barang melakukan persiapan permohonan penjualan, antara lain:

a. Data administrasi kendaraan perorangan dinas; dan

b. Penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa

melalui lelang.

(21 Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) telah selesai, pengguna barang melalui pengelola barang mengajukan usulan

penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan BMD disertai:

a. Foto kopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

b. Foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

c. Surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 49 ayat (2) dan ayat (3);

d. Rincian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk
perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu

1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan;

e. Surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan

pengganti.

(3) Bupati melakukan penelitian atas usulan permohonan penjualan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati

membentuk Tim untuk:

a. Melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan

penjualan BMD;

b. Melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik kendaraan

perorangan dinas yang akan dijual dengan data administratif.



(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dituangkan dalam berita

acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui
pengelola barang.

(6) Bupati melalui pengelola barang menugaskan penilai untuk melakukan penilaian

atas kendaraan perorangan dinas yang akan dijual.

(7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan sebagai dasar

penetapan nilai limit penjualan BMD.

Pasal 52

(1) Pengelola barang mengajukan perrnohonan persetujuan penjualan berdasarkan

hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5)

dan ayat (7) kepada Bupati sesuai batas kewenangannya.

(21 Apabila persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melebihi batas

waktu hasil penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus

dilakukan penilaian ulang.

(3) Bupati menyetujui dan menetapkan kendaraan dinas yang akan ditjual

berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), paling sedikit memuat:

a. Data kendaraan perorangan dinas;

b. Nilai perolehan;

c. Nilai buku;

d. Harga jual kendaraan perorangan dinas; dan

e. Rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk perbaikan

kendaraan peroranga.n dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1) untuk pejabat negara dan pegawai ASN.

(4) Dalam hal Bupati tidak menyetujui penjualan kendaraan perorarlgan dinas

tanpa melalui lelang, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon

melalui pengelola barang.

(5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna barang

menyiapkan perjanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang

ditandatangani Bupati dengan Pegawai ASN.

(6) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengguna barang

menyiapkan pedanjian penjualan kendaraan perorangan dinas yang

ditandatangani Bupati dengan Pegawai ASN.

t7l Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pegawai ASN;



b. Data kendaraan perorangan dinas;

c. Bentuk pembayaran dan jangka waktu;

d. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Pasal 53

(1) Pejabat negara melakukan pembayaran umum ke Kas Umum Daerah, terdiri

dari:

a. Pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dan

b. Biaya yang dikeluarkan oleh pemereintah daerah untuk perbaikan kendaraan

perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu l(satu ) tahun

sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

aT ayat {ll.
(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai

harga jual kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

(3) Pegawai ASN melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah terdiri dari:

a. Pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan

perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; dart

b. Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan

kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1( satu )

tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47 ayat (1).

(4) Serah terima barang dilakukan setelah lunas dibayar yang dibuktikan dengan

surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola Barang/Pengguna

Barang.

(5) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD

sebagai tindak lanjut serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan

pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan kendaraan perorangan

dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan

ketentuan peraturan perudang - undangan.

(Tl Kendaraan perorang€ul dinas yang tidak dilakukan penjualan dengan mekanisme

sebagaimana diatur dalam Pasal 36 serta tidak digunakan untuk

penyelenggaraall tugas, dapat dilakukan penjualan secara lelang.



Bagian Keempat

Tukar Menukar

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 54

(1) Tukar menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;

b. Untuk opotimalisasi BMD; dan

c. Tidak tersedia dana dalam APBD.

(21 Tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempuh apabila

pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah dan/atau bangunan

pengganti.

(3) Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tukar menukar

dapat dilakukan:

a. Apabila BMD berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan

tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. Guna menyatukan BMD yang lokasinya terpencar;

c. Dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Pemerintah Daerah;

d. Guna mendapatkan/memberikan akses jalan, apabila objek tukar menukar

BMD berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
e. Telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi, atau Peraturan

Perundang-undangan, apabila objek tukar menukar adalah BMD selain

tanah dan/atau bangunan.

(4) Tukar menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak:

a. Pemerintah Fusat;

b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah

lainnya yang dimiliki negara;

d. Pemerintah Desa; atau

e. Swasta.

(5) Swata sebagaimana dimaksud pada ayat (41 huruf e adalah pihak swasta, baik

yang berbentuk badan hukum atau perorangan.

Pasal 55

(1) Tukar menukar BMD dapat berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; dan

c. Selain tanah dan/atau bangunan.



(21 Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang

masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang,

tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola

Barang.

Pasal 56

Tukar menukar dilakukan setelah dilakukan kajian berdasarkan:

a. Aspek teknis, antara lain:

1. Kebutuhan Pengelola Barang atau Pengguna Barang; dan

2. Spesifikasi barng yang dibutuhkan.

b. Aspek ekonomis, antara lain kajian terhadap nilai BMD yang dilepas dan nilai

barang pengganti.

c. Aspek yuridis, antara lain:

1. Tata ruang wilayah dan penataan kota; dan

2. Bukti kepemilikan.

Pasal 57

Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 terhadap BMD berupa

tanah dan/atau bangunan, Bupati dapat memberikan alternatif bentuk lain

pengelolaan BMD atas permohonan persetujuan tukar menukar yang diusulkan oleh

Pengelola Barang/ Pengguna Barang.

Pasal 58

(1) Barang pengganti tukar menukar dapat berupa:

a. Barang sejenis; dan/atau

b. Barang tidak sejenis.

t2l Barang pengganti utama tukar menkar BMD berupa tanah, harus berupa:

a. Tanah; atau

b. Tanah dan bangunan.

(3) Barang utama tukar menukar BMD berupa bangunan, dapat berupa:

a. Tanah

b. Tanah dan bangunan;

c. Bangunan; dan/atau

d. Selain tanah dan bangunan.

(4) Barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan ayat (3) harus

berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal penandatanganan perjanjian

tukar menukar atau Berita Acara Serah Terima (BAST)'



Pasal 59

(1) Nilai barang pengganti atas tukar menukar paling sedikit seimbang dengannilai

wajar BMD yang dilepas.

(21 Apabila nilai barang pengganti lebih kecil daripada nilai wajar BMD yang dilepas,

mitra tukar menukar wajib menyetorkan ke rekening Kas Umum Daerah atas

sejumlah selisih nilai antar nilai wajar BMD yang dilepas dengan nilai barang

pengganti.

(3) Penyetoran selisih nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 dilaksanakan
paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Berita Acara Serah Terima (BAST)

ditandatangani.

(4) Selisih nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 dan (3) dituangkan dalam

perajanjian tukar menukar.

Pasal 60

(1) Apabila pelaksanaan tukar menukar mengharuskan mitra tukar menukar

membangun bangunan Barang Pengganti, mitra tukar menukar menunjuk
konsultan pengawas dengan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari

organisasi perangkat daerah terkait.

(2) Konsultan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan badan

hukum yang bergerak dibidang pengawasan konstruksi.

(3) Biaya konsultan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

tanggung jawab mitra tukar menukar.

Pasal 61

Tukar menukar dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan

Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar BMD

Pada Pengelola Barang

Pasal 62

Pelaksanaan tukar menukar BMD yang berada pada Pengelola Barang dilakukan

berdasarkan:

a. Kebutuhan dari Pengelola Barang untuk tukar menukar; atau

b. Permohonan tukar menukar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat (4).



Pasal 63

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebutuhan pengelola

barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, diawali dengan

pembentukan Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian mengenai

kemungkinan melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (3).

t2) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. Penelitian kelayakan tukar menukar, baik dari aspek teknis,

ekonomis,maupun yuridis;

b. Penelitian data administratif; dan

c. Penelitian fisik.

(3) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat {21 huruf b dilakukan

untuk meneliti:

a. Status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi

tanah, luas, peruntukan , kode barang, kode register, narna barang, dan nilai

perolehan, untuk data BMD berupa tanah;

b. Tahun pembuatan, kode barang, kode register, narna barang, konstruksi

bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai buku,

untuk data BMD bempa bangunan;

c. Tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai
perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan barang untuk

data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dilakukan dengan

cara mencocokan fisik BMD yang akan ditukarkan dengan data administratif

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

dituangkan dalam berita acara penelitian.

(6) Tim menyampaikan berita acara hasi penelitian sebgaimana dimaksud pada ayat

(5) kepada Bupati untuk penetapan BMD menjadi objek tukar menukar.

Pasal 64

(1) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimasud dalam Pasal 63 ayat (6), Pengelola

Barang menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut:

a. Tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukkanya sesuai tata ruang

wilayahnya;

b. Bangunan mleiputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan

prasarana penunjang;

c. Selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang

dan spesifikasi barang.



(21 Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap BMD yang akan ditukarkan dan

Barang Pengganti.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 disampaikan Pengelola

Barang kepada Bupati.

(1)

{2t

(3)

l4t

{s)

(6)

Pasal 65

Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3),

Bupati melakukan penetapan mitra tukar menukar.

Bupati menerbitkan keputusan tukar menukar paling sedikit memuat:

a. Mitra tukar menukar;

b. BMD yang dilepas;

c. Nilai wajar BMD yang akan dilepas yang masih berlaku pada tanggal

keputusan diterbitkan; dan

d. Rincian rencana barang pengganti.

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar Bupati

Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih

dahulu mengajukan perrnohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD

Berdasarkan surat persetujuan tukar meukar sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dan ayat {41, Bupati dan mitra tukar menukar menandatangani peq'anjian

tukar menukar.

Setelah menandatangani perjanjian tukar menukar sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), mitra tukar menukar melaksanakan:

a. Pekerjaan Pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuia dengan

perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar atas BMD berupa tanah

dan/atau bangunan;

b. Pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan Brang pengganti sesuai

dengan perjanjian tukar menukar termasuk menyelesaikan pengurusan

dokumen administratif yang diperlukan, tukar menukar atas BMD berupa

selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 66

(U Bupati membentuk tim untuk melakukan monitoring pelaksanaan

pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasrkan laporan konsultan

pengawas dan penelitian lapangan'

(21 Sebelum dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, Pengelola Barang melakukan

penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan yang tertuang

datam perjanjian tukar menukar.



(3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (21 menunjukkan

bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti

dengan pe{anjian tukar menukar, mitra tukar menukar berkewajiban

melengkapi/ memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.

(4) Dalam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk melengkapi/memperbaiki

sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka mitra tukar
menukar berkewajiban untuk menyetorkan selisih nitai BMD dengan barang

pengganti ke rekening Kas Umum Daerah.

(5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kelengkapan dokumen

Barang pengganti, antara lain bukti kepemilika:l, serta menyiapkan Berita Acara

Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra

tukar menukar.

Pasal 67

(1) Berdasarkan pedanjian Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65

ayat (5) Pengelola Barang melakukan serah terima barang, yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

12) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang dilepas

dari daftar barang Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan

mengajukan permohonan penetapan status penggunaan terhadap Barang

pengganti sebagai BMD.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada permohonan dari pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, diawali dengan mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Bupati.

l2l Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data pendukung

berupa:

a. Rincian pembentukan;

b. Jenis spesifikasi;

c. Lokasi/data teknis;

d. Perkiraan nilai Barang pengganti; dan

e. Hal lain yang diperlukan.

(3) Pelaksanaan tukar menukar BMD yang didasarkan pada kebetuhan Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai Pasal 67 berlaku mutatis

mutandis pada Pelaksanaan tukar emhukar BMD yang didasarkan pada

permohonan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4).



Paragraf Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Pada Pengguna Barang

Pasal 69

(1) Pengguna Barang mengajukan permohonar persetujuan tukar menukar kepada

Bupati kepada Pengelola Barang, dengan disertai:

a. Penjelasan/Pertimbangan tukar menukar;

b. Surat pernyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang

ditandatangani oleh Pengguna Barang;

c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota;

d. Data administratif BMD yang dilepas; dan

e. Rincian rencana kebutuhan barang pengganti.

(21 Data administratif BMD yang ditepas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

huruf d, diantaranya:

a. Status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokai

tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan,

untuk BMD berupa tanah;

b. Tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi

bangnan, luas, status kepemilikan nilai perolehan, dan nilai buku, untuk

BMD berupa bangunan;

c. Tahun perolehan, kode barang kode register, nama barang, jumlah, nilai

perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan,

untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(3) Rincian rencana kebutuhan barang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat

{1) huruf e meliputi:

a. Luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dngan tata ruang wilayah untuk

BMD berupa tanah;

b. Jenis, luas dan rencana konstruksi bangUnan, serta sarana dan prasarana

penunjang, untuk BMD berupa bangunan; dan/atau

c. Jumlah, jenis barang, kondisi barang dan spesifikasi barang untuk BMD

berupa selain tanah dan/atau bangunan.

(4) pelaksanaan tukar menukar BMD pada Pengelola Barang sebagaimana

dimaksud dalam pasal 62 sampai Pasal 66 ayat (1) berlaku mutatis mutandis

pada pelaksanaan tukar menukar BMD pada pengguna barang.

(5) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengguna barang mengajukan

usulan penghapusan BMD yang dilepas dari Daftar Barang Pengguna kepada

pengelola Barang serta Pengguna Barang mencatat dan mengajukan

permohonan penetapan status pengguna€m terhadap Barang pengganti terhadap

BMD.



(1)

{21

(3)

Paragraf Keempat

Pe4'anjian dan Berita Acara Serah Terima

Pasal 70

Tukar menukar dituangkan dalam perjanjian.

Pe{anjian sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak;

b. Jenis dan nilai BMD;

c. Spesifikasi Barang pengganti;

d. Klausal bahwa dokumen kepemilikan Barang pengganti diatasnamakan

pemerintah daerah;

e. Jangka waktu penyerahan obejek tukar menukar;

f. Hak dan kew4jiban para pihak;

g. Ketentuan dalam hal te{adi kahar (force majeurel;

h. Sanksi;

i. Penyelesaian perselisihan.

Perjanjian tukar menukar ditandatangani oleh mitra tukar menukar dengan

Bupati.

Pasal 71

(U Penyerahan BMD dan Barang pengganti dituangkan dalam Berita Acara Serah

Terima (BAST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat67 ayat (1).

t2l Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat {1)

ditandatangani oleh mitra tukar menukar dan Pengelola Barang'

(3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

dalam ayat (21 dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal

penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum

siap digunakan pada tanggal pedanjian tukar menukar ditandatangani.

(4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud

dalam ayat (21 dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal

penandatanganan perjanjian tukar menukar untuk barang pengganti yang belum

siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar menukar ditandatangani.

(5) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hanya dapat dilakukan

dalam hal mitra tukar menukar telah memenuhi seluruh ketentuan dan seluruh

klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar menukar.



Pasal 72

Bupati berwenang membatalkan peq'anjian Tukar Menukar secara sepihak dalam hal

Berita Acara Serah Terima (BAST) tidak ditandatanganai sampai batas waktu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (3) dan (a).

Bagian Kelima

Hibah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 73

(1) Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan :

a. Sosial;

b. Budaya;

c. Keagamaan;

d. Kemanusiaan;

e. Pendidikan yang bersifat komersial;

f. Penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintah daerah.

(21 Penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah sgfoagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f adalah termasuk hubungan antar negara, hubungan antara pemerintah

pusat dengan pemerintah daerah, hubungan anatara pemerintah daerah dengan

masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan yang menunjang

penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasal 74

(1) BMD dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:

a. Bukan merupakan barang rahasia negara;

b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;

c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

{2\ Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah ditanggung

sepenuhnya oleh pihak penerima hibah.

Pasal 75

(1) BMD yang dihibahkan wajib digunakan sebagaimana ketentuan yang ditetapkan

dalam naskah hibah.

(21 Hibah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola

Barang.



(1)

(21

Pasal 76

Pihak yang dapat menerima hibah adalah:

a. Lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga

kemanusiaan atau lembaga pendidikan yang bersifat non komersial

berdasarkan akta pendirian, anggaran/dasar rumah tangga, atau pernyataan

tertulis dari instansi teksnis yang kompeten bahwa lembaga yang

bersangkutan adalah lembaga sebagaimana dimaksud;

b. Pemerintah pusat;

c. Pemerintah daerah lainnya;

d. Pemerintah desa;

e. Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria
masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan peraturan

perundang- undangan ; atau

f. Pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemberian Hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dilakukan dalam hal:

a. BMD berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya

kepada desa;

b. Barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh Pemerintah Daerah

dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas

umum.

Pasat77

(1) Hibah dapat berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. Tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang; dan

c. Selain tanah dan/atau bangunan.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah dan/atau bangunan yang dari

awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai dengan yang

tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

(3) BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk

dihibahkan; dan

b. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila

dihibahkan.

(4) Penetapan BMD yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Bupati.



Paragraf Kedua

Tata Cara Hibah BMD pada Pengelola Barang

Pasal 78

Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengelola Barang dilakukan berdasarkan:

a. Inisiatif Bupati; atau

b. Permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud

pada Pasal 76.

Pasal 79

(1) Pelaksanaan hibah BMD pada Pengelola Barang yang didasarkan pada inisiatif
Bupati sebagaimana dimaksu pada Pasal 78 huruf a diawali engan pembentukan

Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian.

(21 Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penelitian data administratif;

b. Penelitian fisik.

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,

dilakukan untuk meneliti:

a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, Iuas,

kode barang, kode register, nama barang, nlai perolehan, dan peruntukan,

untuk data BMD berupa tanah;

b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, narna

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD

berupa bangunan;

c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode

barang, kode register, narna barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah

untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. Data calon penerima hibah.

(4) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan klarifikasi kepada

instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian data calon

penerima hibah.

(5) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, dilakukan dengan

cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5),

dituangkan dalam berita acara penelitian.

(71 Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk

menetapkan BMD menjadi objek hibah.



(8) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat
pernyataan kesediaan penerima hibah kepada calon penerima hibah.

(1)

(21

Pasal 80

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetjuan hibah kepada Bupati.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu

mengajukan pernohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebgaimana dimaksud ayat

pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2]l, Bupati

menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Penerima hibah;

b. Objek hibah;

c. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan,untuk tanah dan/ atau bangunan;

d. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan

penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

e. Peruntukan hibah.

(3)

Pasal 81

(1) Berdasarkan keputusan pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

80 ayat (3), Bupati dan pihak penerima hibah menandatangani hibah

(21 Naskah Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

memuat:

a. Identitas para pihak;

b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. Tujuan dan peruntukan hibah;

d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima

hibah; dan

f. Penyelesaian perselisihan.

(3) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola

Barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

(4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah

dihibahkan.



Pasal 82

(1) Pelaksanaan Hibah BMD pada pegelola barang yang didasarkan pada

permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 78 huruf b, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak
pemohon kepada Bupati.

(21 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. Data pemohon;

b. Alasan permohonan ;

c. Peruntukkan hibah;

d. Jenis/spesifikasi/nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan;

e. Jumlah/luas/volume yang dimohonkan untuk dihibahkan;

f. L,okasi/data teknis; dan

g. Surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 83

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1),

Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian.

(21 Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan

hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal

79 sampai dengan Pasal 81 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara

penelitian sampai dengan pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hibah

yang didasarkan pada permohonan pihak pemohon sebagaimana yang dimaksud

pada Pasal 82

Apabila permohonan hibah tidak disetujui Bupati, melalui Pengelola Barang

memberitahukan kepada pihak yang mengajukan pernohonan hibah, disertai denga.n

alasannya.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengguna Barang

Pasal 84

(1) Pelaksanaan Hibah BMD pada Pengguna Barang diawali dengan pembentukan

Tim Internal pada OPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan penelitian.

{21 Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Penelitian data administratif;

b. Penelitian fisik.

(3) Penelitian data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

dilakukan untuk meneliti:



a. Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas,

kode barang, kode register, narna barang, nlai perolehan, dan peruntukan,

untuk data BMD berupa tanah;

b. Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, narna

barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data BMD

berupa bangunan;

c. Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode

barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah

untuk data BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan;dan

d. Data calon penerima hibah.

(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b, dilakukan dengan

cara mencocokkan fisik BMD yang akan dihibahkan dengan data administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dituangkan

dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan tim kepada Pengguna

Barang.

(6) Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

pengguna barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengelola Barang,

memuat:

a. Data calon penerima hibah;

b. Alasan untuk menghibahkan;

c. Data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan;

d. Peruntukan hibah;

e. Tahun perolehan;

f. Status dan bukti kepemilikan;

g. Nilai perolehan;

h. Jenis/spesifikasi BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan; dan

i. Lokasi.

l7l Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai

dengan surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 85

Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan berada pada Pengelola Barang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara

penelitian atas permohonan yang diqjukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



(1)

(2t

(3)

(41

(s)

(6)

(71

(8)

Pasal 86

Pengelola Barang mengajukan permohonan persetjuan hibah kepada Bupati.

Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu

mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD.

Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat

pada (1) atau disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati

menetapkan keputusan pelaksanaan hibah, yong sekurang-kurangnya memuat:

a. Penerima hibah;

b. Objek hibah;

c. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan;

d. Nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan

e. Peruntukan hibah.

Apabila permohonan hibah tidak disetujui, Bupati melalui pengelola barang

menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang yang mengajukan

permohonan disertai dengan alasannya.

Berdasarkan penetapan pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), pengelola barang dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah.

Naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat sekurang-

kurangnya:

a. Identitas para pihak;

b. Jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. Tujuan dan peruntukan hibah;

d. Hak dan kewajiban para pihak;

e. Klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima

hibah;

f. Penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengelola

barang melakukan serah terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan

dalam Berita Acara Serah Terima (BAST)

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada

ayat (71, penguna barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah

dihibahkan.

Pasal 87

Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah

dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya untuk dihibahkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, mengikuti ketentuan

perundang-undangan.



Bagian Keenam

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 88

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam rangka
pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Penyertaan modal pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan
dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. BMD yang dari awal penggunaannya sesuai dokumen penganggaran

diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah;

atau

b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah

atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah

ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah

tersendiri.

(4) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang telah disertakan dalam

penyertaan modal pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik

Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah atau

badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah menjadi kekayaan yang

dipisahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

(1) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dapat berupa:

a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;

b. Tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau

c. Selain tanah dan/atau bangunan.

t2) Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan

Bupati, sesuai batas kewenangannya.

Pasal 90

(1) Penetapan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan

sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat

(1) huruf a, dilakukan oleh Bupati, sesuai batas kewenangannya.



(21 Tanah dan/bangunan yang berada pada pengguna barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, antara lain tanah dan/atau
bangunan yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan

sebagai modal pemerintah daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen

penganggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

(3) BMD selain tanah dan/atau bangunan yang berada pada pengguna barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat {1) huruf c, antara lain meliputi:

a. BMD selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya

untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;

b. BMD selain tanah dan/bangunan yang lebih optimal untuk disertakan

sebagai modal pemerintah daerah.

Pasal 91

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisa kelayakan

investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1)

(2)

(3)

Paragraf Kedua

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

atas BMD pada Pengelola Barang

Pasal 92

Pengelola barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan:

a. Penilai/Penaksir untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan

objek penyertaan modal;

b. Tim yang ditetapkan Bupati dan dapat melibatkan Penilai untuk selain

tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal.

Pengelola barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati.

Bupati membentuk tim untuk melakukan penilaian terhadap:

a. Hasil analisis kelayakan investasi yang duilakukan sesuai peraturan

perundang-undangan;

b. Data administratif, diantaranya: tahun perolehan, spesifikasi/identitas

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, narna barang, dan

nilai perolehan atau nilai buku;

c. Kesesuaian tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 88.

Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal

pemerintah daerah dan/atau SKPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen

hasil kajian.

(4)



(5) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4ll,

penyertaan modal pemerintah layak dilaksanakan, maka calon penerima

penyertaan modal pemerintah daerah menyampaikan surat pernyataan

kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari

BMD.

(6) Tim menyampaikan dokumen hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal pemerintah

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati.

Pasal 93

(U Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal

Pemerintah Daerah kepada Bupati.

(2) Dalam hal penyertaan modal Pemerintah Daerah memerlukan persetujuan

DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada

DPRD.

(3) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) atau tidak disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati

melalui Pengelola Barang memberitahukan kepada calon penerima penyertaan

modal disertai dengan alasan.

(4) Apabila permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas BMD disetujui

oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atau disetujui DPRD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Bupati menetapkan keputusan atas BMD

yang akan disertakan sebagai penyertaan modal.

(5) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan

modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD terkait.

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada DPRD untuk

dilakukan pembahasan bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan

Daerah tentang penyertaan modal.

Pasal 94

(1) Berdasarkan Pearturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 ayat (6), Pengelola Barang melaksanakan

penyertaan modal Pemerintah Daerah berpedoman pada Keputusan Bupati

sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l 93 ayat (4).

{21 Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Barang melakukan serah terima dengan penerima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima (BAST).



Pasal 95

Berdasarkan Berita Aacara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat

(2), Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan

penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Paragraf Ketiga

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Atas BMD pada Pengguna Barang

Pasal 96

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Darah yang dari awal pengadaannya

direncanakan untuk dijadikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,

maka Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul kepada

Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data berupa:

a. Data administratif, antara lain:

1. Dokumen anggaran dan/atau dokumen perencanaannya;

2. Nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan

3. Keputusan penetapan status penggunaan.

b. Dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaa modal

sesuai peraturan perundang-undangan.

(21 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk optimalisasi BMD,

maka penga,juan usul oleh Pengguna Barang melalui Pengelola Barang kepada

Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan berupa:

a. Data administratif, anatara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas

teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, narna barang, dan

nilai perolehan atau nilai buku;

b. Dokumen hasil analisis kelayakan investasi mengenai penyertaan modal

sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara penyertaan modal pemerintah daerah mengenai penilaian sampai

dengan serah terima barang yang disertakan sebagai penyertaan modal

pemerintah daerah yang berada pada Pengelola Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 berlaku mutatis mutandis pada

penilaian smapai dengan serah terima barang yang akan disertakan sebagai

penyertaan modal Pemerintah Daerah yang berada pada pengguna barang.

Pasal 97

Berdasarkan Berita Aacara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan

usulan penghapusan BMD yang telah dijadikan penyertaan modal Pemerintah

Daerah.



BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Pelaksanaan pemindahtangan BMD yang sudah dalam proses sebelum Peraturan

Bupati ini ditetapkan masih dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

BAI} VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a) Permohonan pemindahtangarl€rn BMD yang telah diajukan oleh Pengguna Barang

kepada Bupati dan belum memperoleh persetujuan, proses selanjutnya mengikuti

ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

b) Persetujuan pemindahtanganan BMD yang telah diterbitkan oleh Bupati atau
Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan tetap

berlaku dan proses selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 30 - 12 - 2022

BUPATI KEDIRI,

Ttd,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri,

pada tanggal 30 - 12 - 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KAE}UPATEN KEDIRI,

Ttd,

ADI SUWIGI{YO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemeri dan

Kesejahteraan

Plt.

Penata Tingkat I

NlP. 19001125 190903 1 010


